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Terjadinya kecelakaan atas transportasi massal yang menimbulkan banyaknya korban meninggal dunia,
adakalanya ditengarai karena ulah manajemen, seperti misalnya perusahaan otobus, yang tidak secara teratur
melakukan pemeriksaan kelaikan alat transportasinya, atau tidak memenuhi kelayakan teknis dengan tujuan
menghemat biaya investasi yang mana perbuatan itu pada akhirnya dapat mengabaikan faktor keselamatan
penumpang bus dan pengguna jalan yang lain, sehingga mengakibatkan kecel akaan yang fatal yang banyak
orang meninggal atau luka-luka. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan yang diundangkan tanggal 22 Juni 2009 memunculkan perspektif baru dalam
hukum pidana menyangkut pertanggungjawaban pidana bagi perusahaan angkutan umum sebagaimana
ketentuan di pasal 315 ayat (1) yang menyatakan dalam hal tindak pidana dilakukan oleh perusahaan
angkutan umum, pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap perusahaan angkutan umum dan/atau
pengurusnya. Namun demikian, walaupun pertanggungjawaban pidana perusahaan angkutan umum sudah
diatur dalam ketentuan pidana, dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan angkutan umum, para
penegak hukum masih saja menempatkan pengemudi kendaraan sebagai subyek tindak pidanayang harus
bertanggungjawab secara pidana. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan apakah doktrin
pertanggungjawaban pidana korporasi dalam ketentuan pidana yang mengatur Perusahaan Angkutan Umum
di Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, dapatkah ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dipergunakan untuk menjerat perusahaan angkutan
umum dalam kasus kecelakaan lalu lintas, apakah yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum
terhadap perusahaan angkutan umum dalam kasus tindak pidanalalu lintas. Penelitian ini merupakan
penelitian yuridis normatif. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa Perusahaan Angkutan Umum sebagai
subjek tindak pidana hanyadiatur di 3 (tiga) pasal sgjayaitu pasal 308 yang mengatur tentang pelanggaran
izin trayek, pasal 309 tentang pelanggaran karenatidak mengikuti asuransi ganti kerugian kepada
penumpang dan pasal 313 karena pelanggaran karena tidak mengasuransikan penumpang dan awak
kendaraannya. Secara teoritis, gjaran/doktrin Identifikasi dapat diterapkan di Pasal 308 dalam ketentuan
pelanggaran izin trayek, yang mana ketentuan ini mensyaratkan adanya directing mind walaupun pelaku
fiskknya adalah pengemudi angkutan umum. Doktrin Strict Liability dapat digunakan dalam pasal 309 serta
pasal 313. Namun demikian pasal-pasal tersebut tumpang tindih atau berbenturan dengan pasal 199, yang
mana pasal ini mengatur ketentuan yang sama hanya sanksinya berupa sanksi administratif. Berdasarkan
analisa contoh kasus, secarateoritis perusahaan angkutan umum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana
dalam hal kecelakaan yang diakibatkan ketidaklaikan kendaraan. Namun dalam dalam pel aksanaannya
belum dapat dilakukan karena undang-undang tidak mengatur secara jelas dalam hal apa dan kapan
perusahaan angkutan umum dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana dan hambatan yuridis belum
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diakuinya korporasi dalam hukum acara pidana. Perlu dilakukan penyempurnaan terhadap ketentuan
pertanggungjawaban pidana perusahaan angkutan umum dalam undang-undang nomor 22 tahun 2009,
khususnya berkaitan dengan kejahatan lalu lintas.

The occurence of the accident on mass transportation which caused many victims died sometimes suspected
because of the manner of transportation transportation instrument, or not meet technical feasibility for the
purpose to save the cost that where the dees ultimately don care about passenger safety and other road
usersresulting in afatal accident that many people killed or injured. Republic Indonesia Act number
22/2009 on traffic and road transportaion which was enacted on 22 June 2009, led to a new perspectivein
the criminal law regarding criminal responsibility for transportation companies as stipulated in article 315
paragraph (1) expressed in terms of the offenses are committed by public transport companies, the criminal
charges aganist the public trasport company and/or managers. Despite, the criminal liability of transportation
companies is subjected to the provisions of criminal, in case of traffic accidents involving trasportation
companies, the law enforcer is still only puts the driver?s vehicle as the subject of criminal act should be
criminally liable. This research was conducted to answer the question of wether the doctrine of corporate
criminal responsibility of criminal provisionsin act no.22/2009 that regul ate transportation company, can
the criminal provisionsin the Act No.22/2009 on road traffic and transport used to trap transportation
companiesin case of atraffic accident, what are the bottlenecks in the law enforcement against
transportation companies in case of traffic offences. Thisis anormative research. The result showed that the
transportation company as a criminal offense subject set at 3 articles only, namely article 308 which
regulates the route permit violations, Article 309 of violations for not follow the insurance compensation to
passangers, and Article 313 for violation not insuring his passanger and crew. Theoritically, doctrine of
identification can be applied in violation of the provision of article 308 in the route permit, which requires a
directing mind despite his physical perpetrator is transportation company drivers. Doctrine strict liablility
can be used in article 309 and article 313. However, these provisions overlap or conflict with article 199,
which sets out the provisions just the same which istheir different in sanctions, article 199 have an
administrative sanctions nor article 308 have a criminal responsibility. Based on the analysis of case,
theoritically transportation company can be held accountable in atraffic accidents because of incapable and
unsafe company's vehicle. But in itsimplementation, it is not success because the regulation does not set
clearly in terms of what and when the transportation company can be said to commit a criminal act and there
islegal barriersthe corporation have not admitted in the act of criminal trial procedure. It is necessary to
improve criminal liability of transportation company in act number 22/2009, particularly with regard to
traffic crimes.



